BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGIJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN 505IAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk
terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu dirubah tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan  penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
2 perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Atas Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat . : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
DV



10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang MNomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); %



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara
Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar
Negeri/Dalam Negeri vyang Diterima Langsung oleh Kementerian
Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 669);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomaor 540);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Momor 2 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2008 Nomor 02);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 04);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 Nomor 11);

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh

Besar Tahun 2008 Nomor 14). C@ q{



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI ACEH BESAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan derah;

d. Masyarakat; dan

e. Organisasi kemasyarakatan

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang
dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja
hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A,

sehingga berbunyi sebagai berikut: ;@ t{



5§ &
Pasal 11A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBK, g

(2) Format lampiran |l Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran I.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

3. Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Besar.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Il Peraturan
Bupati ini

4, Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 24A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama.
Alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.

(3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan
sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja pada PPKD.

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Individu dan/atau keluarga
b. Masyarakat; dan
c. Lembaga non pemerintahan

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang
diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 31A,
sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasli31A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBK, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK.

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan
1 (Satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24A. #)



(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau
pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepada daerah
setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(3) Pencarian bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai
dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka
penyaluran/penyerahannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah
Uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai
bukti penerimaan uang bantuan sosial,

8. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan satu Pasal Baru, yaitu Pasal 36A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga vyang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2a) paling lambat tanggal 5
Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-
masing individu dan/atau keluarga.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2),
sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial

berupa barang. % B/



(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai beerikut:

Pasal 40

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Il Peraturan

Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2012 tetap dapat
dilaksanakan, sepanjang telah dianggarkan dalam APBK/Perubahan APBK
Tahun Anggaran 2012,

b. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial dinyatakan masih berlaku dan terhadap perubahan dan
penambahan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

c. Penganggaran, pelaksanaan dan  penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta audit pemberian hibah
dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan

Bupati ini.



s
Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 September 2012 M
LT Syawal 1433 H

? BUPATI ACEH BESAH,!

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal '8 September 2012 M
I3Syawal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
\M:AEUPATEN ACEH BESAR,ﬂ

£-
ZULKIFLI AHMi

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 44



o M

LAMPIRAN I.1  :PERATURAM BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 44 Tahun 2011

TANGGAL 114 September 2012 M

1% Syawal 1433 H

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO. NAMA ALAMAT JUMLAH
PENERIMA PENERIMA (Rp.)
1 2 3 4
Dst
Jumlah Rp. Rp.

*) Coret yang tidak perlu

ATI ACEH Bssnn,f

UKHLIS BASYAH
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR Tahun 2011
TANGGAL : 07 Desember 2011 M
11 Muharram 1432 H
FORMAT

KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN
SOSIAL BERUPA BARANG

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....

{dalam rupiah)
Anggaran
NS :r::r Uraian Setelah Realisasi ( KLl.frt::g]
Perubahan
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
R Pendapatan Pajak Retribusi Daerah |
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
1.1.3 e
Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -
Jumlah_
2 Belanja
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.1 Belanja Hibah Barang o
2.22.11 Hibah barang/jasa yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat
2222 « Belanja Bantuan Sosial Barang
22221 Bantuan sosial barang yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat
2.223 Belanja barang untuk diserahkan kepada
: pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan
bantuan sosial **)
2.2.2.%X Barang/jasa selain hibah dan bantuan
sosial
2.2.3 Belanja Modal

Jumlah

Surplus/Defisit

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan ata
penghargaan atas suatu prestasi

v



e o
Il. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

(dalam rupiah)
No . ANEEATEn | Lebih
Uit Uraian Setelah Realisasi (Kurang)
Perubahan
1 Pendapatan i
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1:1.3 Pajak Daerah
1.1.2 Restribusi Daerah
1.1.3 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.2 Dana Perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

1.2.2 Dana Alokasi Umum

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1
13 _Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 ana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Kabupaten atau

Pemerintah Daerah lainnya

Jumlah Pendapatan

2 Belanja -

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.11 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja subsidi

2.14 Belanja Hibah

2.15 Belanja Bantuan Sosial

2.1.6 Belanja Bagi Hasill

217 Belanja Bantuan Keuangan

2.1.8 Belanja Tidak Terduga i
= Jumlah Belanja
) SURPLUS/(DEFISIT)

3. Pembiayaan Daerah

3.1  .’| Penerimaan Pembiayaan Daerah :

3.1.1 Penggunaan SiLPA

3.1.2 .| Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan =

314 " Penerimaan Pinjarman Daerah

3.1.5 Penerimaan Kemball Permberian

316 Penerimaan Piutang Daerah

A : Jumlah Penerimaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal {Investasi)

Pemerintah Daerah
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3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.24 Pemberian Pinjaman Daerah _ i
Jumlah Pengeluaran .
Pembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran [SILPA]}

FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH

BESAR

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH

BESAR
No Uraian SngKEH SATEKER PPKD | GABUNGAN
1 Pendapatan
2 | Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah XXX XXX XXX
4 Pendapatan retribusi KXX XK Kxx
5 Hasil pengelolaan kekayaan
v MK KK Xxx
daerah yang dipisahkan
& Lain-lain PAD yang sah AN KK Xux
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah KX XXX Xax
B8 Dana perimbangan — Xxx Xxx
9 Lain-lain pendapatan yang sah Xax Xxx
10 Jumlah pendapatan XKX XXX XXX Xxx
11 Belanja
12 Belanja Tidak Langsung AKX KX XXX Xxx |
12.1 Belanja Pegawai XXX XXX KK Xxx
12.2 Belanja Bunga
12.3 Belanja Subsidi XHX Kxx
12.4 Belania Hibah XXX Xxx
12.5 Belanja Bantuan Sosial XXX Xxx
12.6 Belanja Bagi Hasil XXX Xxx
12.7 _Belanja Bantuan Keuangan
12.8 Belanja Tidak Terduga
13 Belanja Langsung XXX XXX Xxx
13.1 Belanja pegawai Xxx Xxx Xxx
13.7 Belanja Barang dan lasa KHH XX Xux
13.2.1 | Belanja Hibah Barang Xoux Xaux Xxx
13.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada  pihak KKK KKK
ketiga/masyarakat
13.2.2 Belanja Bantuan sosial barang KK AN
13.2.2.1 | Bantuan sosal barang yang
diserahkan kepada pihak KX KX
ketiga/masyarakat
13.2.2.2 Belanja barang untuk diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat
selain hibah dan bantuan sosial o o
) 1)
'y, reuciimigarn pgoiiknayaail aTutal [AYAY4)
18 Pengeluaran pembiayaan KX Xxx
19 Pembiavaan neto KKR XX
20 Sisa lebih pembiayaan tahun _~ _—
berkenaan ( SILPA )
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T3.2.3 Belanja barang/jasa selain hibah ]
; HXK KKK
dan bantuan sosial
Belanja modal XXX X Xoex
14 Jumlah belanja X Xxx XHX Koen
15 Surplus/defisit XXX Xxx XK X
16 Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiavaan XXX Xxx
118 Pengeluaran pembiayaan MK Xxx
19 Pembiayaan neto XXX Aux
20 Sisa lebih pembiayaan tahun
XHX Xxx
I berkenaan ( SILPA)

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

No Uraian Gabungan - Uraian Pemda |
1 | Pendapatan Pendapatan
2 | Pendapatan Asli Daerah . Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah Hx —| Pendapatan pajak daerah Xam
4 Pendapatan retribusi daerah ¥xx  ——| Pendapatan retribusi daerah Koo
5 Hasil pengelnl?an kekayaan X p| Hasil pe_ngeinlaan kekayaan daerah s
daerah yang dipisahkan yang dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang sah ¥xx —®| Lain-lain PAD yang sah Yoo
7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah Hxx lumlah Pendapatan Asli Daerah ¥x
8 | Dana perimbangan Xox || Dana transfer Xxx |
9 | Lain-lain pendapatan yang Xxx »| Lain-lain pendapatan yang Xxx
sah sah
10 | Jumlah pendapatan Hxx Jumlah pendapatan Xxx
11 | Belanja Belanja
12 | Belanja Tidak Langsung Xxx Belanja Operasi Xxx
' 12.1] Belanja Pegawai Xoox Belanja Pegawai XXX
12.3| Bunga Xoox | _Belanja Barang Xxx
12.4| Subsidi XXX
12.5| Hibah Xxx Bunga Xoex
12.6 | Bantuan Sosial Xxx Subsidi Xx |
13 | Belanja Langsung Xxx Hibah XX
Belanja pegawai Xux — Bantuan Sosial Xux
Belanja Barang dan Jasa MK | Belanja Modal Xxx
11_ Hibah barangfjasa vyang
diserahkan kepada pihak XX
- ketiga/masyarakat
2) Bantuan sosial WK -
‘barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
3) Barang/fjasa selain 1) dan n!
2) ) X
Belanja modal Xax
14 Jumlah belanja Xxx Jumlah belanja Hxx
15 Surplus/defisit Xxx Surplus/defisit Xax
16_| Pembiayaan daerah Pembiayaan daerah L &/
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17 | Penerimaan pembiayaan Xxx
18 | Pengeluaran pembiayaan Xux
19 Pembiayaan neto X
20 | Sisa lebih pembiayaan Xxx

tahun berkenaan (SILPA)

tahun berkenaan (SILPA)

—*| Penerimaan pembiayaan Xxx
—| Pengeluaran pembiayaan Xxx
Pembiayaan neto Xxx
Sisa lebih pembiayaan Xxx

‘% PATI ACEH BESAR, !




